P-ISSN :2597-5064
E-ISSN :2654-8062 DOI: https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v10i1

Strategi Komunikasi dan Advokasi Dalam Memaksimalkan
Kepentingan Hukum Klien: Studi Praktik di Kantor Advokat
Suluh Partnership Law Firm

! Jan Lowis Figo Sipahutar, > Budiman Sinaga
2Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan

E-mail: 'jan.sipahutar@student.uhn.ac.id, *budiman.sinaga@uhn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi dan advokasi yang
diterapkan oleh Kantor Advokat Suluh Partnership Law Firm dalam memaksimalkan
kepentingan hukum klien. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan
pendekatan studi praktik, menggabungkan observasi langsung, studi dokumen, dan kajian
kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi perlindungan kepentingan
klien dicapai melalui sinergi tiga pilar utama: (1) penerapan strategi komunikasi yang
proaktif, transparan, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk membangun
kepercayaan klien: (2) integrasi strategi advokasi yang adaptif, mencakup pendekatan
litigasi dan non-litigasi, pemanfaatan bukti dan data, lobi kebijakan, serta penggunaan
platform digital untuk memperluas dampak: dan (3) kepatuhan penuh terhadap regulasi dan
kode etik profesi yang menjamin keabsahan dan akuntabilitas tindakan hukum. Studi ini
menyimpulkan bahwa kolaborasi antara komunikasi persuasif dan advokasi strategis tidak
hanya menghasilkan solusi hukum yang efektif bagi klien, tetapi juga berkontribusi pada
pengembangan praktik hukum yang lebih adaptif dan responsif di era digital.

Kata kunci: Strategi Komunikasi, Advokasi Hukum, Kepentingan Klien, Kantor
Advokat, Studi Empiris.

ABSTRACT

This study aims to analyze the communication and advocacy strategies implemented by
Suluh Partnership Law Firm in maximizing the legal interests of its clients. The method
used is empirical juridical with a practice study approach, combining direct observation,
document study, and literature review. The results of the study show that the optimization
of client interest protection is achieved through the synergy of three main pillars: (1) the
application of proactive, transparent communication strategies that use easy-to-
understand language to build client trust; (2) the integration of flexible advocacy
strategies, including litigation and non-litigation approaches, the use of evidence and data,
policy lobbying, and the use of digital platforms to expand impact; and (3) full compliance
with regulations and professional codes of conduct that guarantee the validity and
accountability of legal actions. This study concludes that the collaboration between
persuasive communication and strategic advocacy not only produces effective legal
solutions for clients, but also contributes to the development of more adaptive and
responsive legal practices in the digital age.

Keywords: Communication Strategy, Legal Advocacy, Client Interests, Law Firm,
Empirical Study.
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1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, prinsip
persamaan di muka hukum menjadi
dasar pokok dalam sistem peradilan.
Ini tercermin dalam Pasal 28D ayat (1)
Konstitusi Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang menyatakan bahwa
setiap individu berhak atas pengakuan,
perlindungan, jaminan, dan kepastian
hukum yang adil, serta perlakuan
setara di depan hukum'. Untuk
memastikan penerapan prinsip ini,
pemerintah menyediakan mekanisme
dukungan dan pendampingan hukum
melalui profesi advokat yang bebas
dan independen, sesuai  dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat’. Advokat
wajib  menegakkan hukum dan
keadilan dengan mengikuti Kode Etik
Advokat Indonesia, yang mencakup
nilai moral dan profesionalisme
seperti menjaga rahasia  klien,
menghindari benturan kepentingan,
serta bertindak dengan jujur dan adil.

Kepentingan hukum
merupakan hak dan = kebutuhan
mendasar bagi individu atau lembaga
yang harus dijamin dalam sistem
peradilan yang adil dan efisien.
Namun,  efektivitas ~ pemenuhan
kepentingan hukum tidak hanya
bergantung pada proses persidangan
saja, melainkan juga memerlukan
pendekatan komunikasi hukum yang
efektif dan strategi pembelaan yang
dirancang untuk memengaruhi
keputusan serta menciptakan kondisi

! Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 28D ayat (1).

2 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat.

3 M. Basarah, "Prospektif Sistem
Peradilan di Indonesia," Jurnal
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hukum yang kondusif®. Dalam konteks
yang semakin  kompleks dan
terhubung, upaya untuk
memaksimalkan pemenuhan
kepentingan hukum tidak lagi semata-
mata bergantung pada prosedur litigasi
di pengadilan. Sebaliknya, hal ini
memerlukan pendekatan yang lebih
holistik dan proaktif, di mana
komunikasi dan advokasi memainkan
peran yang sangat krusial.

Komunikasi dan advokasi
adalah dua instrumen yang saling
melengkapi dalam memperjuangkan
hak dan kepentingan.  Strategi
komunikasi yang efektif memastikan
bahwa pesan hukum termasuk
argumen, bukti, dan | tuntutan
disampaikan dengan jelas, persuasif,
dan tepat sasaran kepada para
pemangku kepentingan, seperti hakim,
jaksa, klien, publik, atau pembuat
kebijakan. Sementara itu, strategi
advokasi  melibatkan = serangkaian
tindakan terencana untuk
memengaruhi keputusan, kebijakan,
atau opini publik demi terciptanya
lingkungan  hukum yang lebih
kondusif atau hasil hukum yang
diinginkan®.  Selain itu, advokat
bertugas sebagai penghubung utama
antara klien dengan sistem peradilan
serta pihak-pihak lain yang terlibat.
Dalam tugas ini, advokat harus bisa
menyederhanakan masalah hukum
yang kompleks menjadi komunikasi
yang mudah dipahami dan berdampak,
sambil melakukan pembelaan yang

Konsep llmu Hukum 1, no. 1 (2017):
5.

41. L. L. Khairun, "Strategi
Komunikasi Advokat dalam
Membangun Kepercayaan Klien:
Studi Kasus di Indonesia," Media
Hukum Indonesia 7, no. 1 (2025):
12.
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cerdas untuk melindungi hak klien. Ini
mengharuskan advokat tidak hanya
mahir dalam bidang hukum, tetapi

juga memiliki kemampuan
komunikasi yang kuat’.
Fenomena meningkatnya

permintaan layanan pendampingan
hukum di masyarakat serta rumitnya
aturan yang terus berkembang
mendorong kantor advokat untuk
meningkatkan  standar  pelayanan,
terutama di bidang komunikasi dan
pembelaan.  Praktik yang  tidak
terorganisir dengan baik atau salah
paham dalam menerapkan taktik
komunikasi dan pembelaan sering
berakhir dengan kerugian bagi posisi
klien. Kegagalan pembelaan, baik di
ruang sidang maupun dalam negosiasi,
biasanya disebabkan oleh
penyampaian argumen yang kurang
meyakinkan atau pilihan gaya retorika
yang tidak sesuai®. Oleh karena itu,
penting untuk menyelidiki secara
mendalam bagaimana penggabungan
taktik komunikasi dan pembelaan bisa
menjadi alat utama dalam
memaksimalkan kepentingan hukum
klien.

Penelitian terdahulu tentang
profesi advokat umumnya fokus pada
aspek hukum formal dan prosedur
persidangan standar. Sementara itu,
kajian mengenai komunikasi dan
pembelaan strategis dalam penegakan
hukum masih terbatas pada teori atau
bidang non-hukum. Berdasarkan itu,
rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana strategi komunikasi
dan advokasi diterapkan secara

5 A. Nurwandri, "Studi tentang
Peran Advokat dalam Sistem
Peradilan," Journal  Pusat  Studi
Pendidikan Rakyat 4,no. 1 (2024): 5.

6 Ibid., 15.
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sistematis untuk memaksimalkan
kepentingan hukum klien di Kantor
Advokat Suluh Partnership Law Firm.
Penelitian ini bertujuan mengisi celah
kajian empiris  terkait integrasi
komunikasi persuasif dan pembelaan
strategis dalam praktik advokat di
zaman digital, dengan menggunakan
metode studi praktik.

Di era digital sekarang,
kemajuan teknologi informasi dan
media  daring  telah  membuka
kesempatan baru dalam praktik
komunikasi dan pembelaan hukum.
Media sosial dan platform digital
memungkinkan advokat untuk
memperkuat pembelaan mereka serta
memperluas jangkauan penyampaian
pesan hukum dengan lebih efektif’.
Oleh karena itu, penelitian ini juga
menekankan penggunaan teknologi
dan media digital sebagai bagian dari
taktik komunikasi dan pembelaan
yang terpadu.

Kontribusi utama yang
diharapkan dari penelitian ini adalah
memberikan  pemahaman empiris
tentang kerja sama antara komunikasi
persuasif dan pembelaan strategis
dalam praktik advokat modern,
sekaligus menjadi panduan untuk
pengembangan strategi hukum yang
dapat menyesuaikan dengan
perkembangan teknologi dan
perubahan sosial. Selain itu, hasil
penelitian ini diharapkan bisa menjadi
acuan bagi penyusun kebijakan dalam
merancang regulasi yang mendukung

7 Hendra dan Fahlevi, "Budaya
Hukum di Era Digital: Implikasi
Sosial dan  Kultural terhadap
Penegakan Hukum," Jurnal Akses
dan Legislasi Republik 10, no. 1
(2024): 175.
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peningkatan mutu layanan hukum di
Indonesia.

Berdasarkan latar belakang
tersebut, tulisan ini  bertujuan
menganalisis secara.  mendalam
penerapan taktik komunikasi dan
pembelaan yang terstruktur dalam

praktik kantor advokat. Fokus utama

penelitian adalah mengidentifikasi
teknik-teknik efektif yang meliputi
pengelolaan reputasi publik, lobi

terhadap kebijakan legislatif, hingga

penggunaan media digital dalam
konteks kasus hukum spesifik. Dengan
memahami sinergi antara komunikasi
persuasif dan pembelaan strategis,

para praktisi hukum diharapkan bisa

meningkatkan peluang keberhasilan
dalam memperjuangkan kepentingan
klien sekaligus berkontribusi pada
reformasi hukum yang lebih luas.
Studi ini akan meneliti praktik yang
terjadi di Kantor Advokat Suluh
Partnership Law Firm sebagai objek
penelitian.

Penelitian  ini diharapkan
memberikan manfaat praktis bagi para
advokat dan kantor hukum dalam
merancang taktik komunikasi dan
pembelaan  yang  efektif  serta
terintegrasi. Selain itu, hasil kajian ini
diharapkan bisa menjadi referensi bagi

penyusun kebijakan dalam
mengembangkan regulasi hukum yang
responsif terhadap dinamika

perkembangan hukum dan kebutuhan
Masyarakat.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan
metode yuridis empiris, yaitu metode
yang menelaah hukum tidak hanya
sebagai norma tertulis, tetapi juga
sebagai perilaku sosial yang hidup dan
berkembang di masyarakat.
Pendekatan  ini  dipilih  untuk
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menggambarkan  secara  faktual
bagaimana norma-norma  hukum
diterapkan dalam praktik

pendampingan hukum oleh advokat di
Kantor Advokat Suluh Partnership
Law Firm. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui observasi langsung
terhadap proses pendampingan hukum
klien, serta studi dokumen terhadap
berbagai dokumen hukum seperti surat
kuasa, gugatan, jawaban, hingga legal
opinion yang digunakan dalam
praktik. Selain itu, dilakukan pula
studi kepustakaan terhadap peraturan
perundang-undangan dan literatur
hukum yang relevan guna
memperkuat analisis. Dalam proses
analisis  data, digunakan dua
pendekatan hukum, yaitu pendekatan
undang-undang (statute approach)
untuk menelaah norma-norma hukum
positif yang mengatur profesi advokat,
dan pendekatan konseptual
(conceptual approach) untuk
memahami prinsip-prinsip dasar yang
melandasi  praktik  pendampingan
hukum, seperti independensi,
profesionalisme, dan tanggung jawab
etis seorang advokat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Komunikasi Hukum yang
Efektif dalam Membangun
Kepercayaan Klien

dalam  ranah
hukum memiliki esensi yang lebih
dalam daripada sekadar aktivitas
pertukaran informasi. Ia merupakan
sebuah proses yang dirancang secara
strategis untuk
pemahaman bersama, menjalin rasa
percaya, serta membentuk sudut
pandang. Komunikasi bagi para
profesional hukum pada hakikatnya

Komunikasi

menciptakan
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adalah sebuah proses timbal balik.
Tujuannya adalah agar pesan-pesan
hukum dapat disampaikan dengan
efekti guna meraih tujuan spesifik,
misalnya mendorong kepatuhan atau
mengubah suatu perilaku®.

Di  sisi  lain,
dipandang sebagai sebuah perpaduan

advokasi

antara seni dan ilmu pengetahuan
dalam wupaya memengaruhi suatu
keputusan dengan berlandaskan pada
fakta dan peraturan hukum. Advokasi
hukum merupakan suatu tindakan
yang terencana dan sistematis yang
dijalankan oleh advokat, baik secara
litigasi di persidangan maupun non-
litigasi, dengan tujuan untuk membela,
melindungi, dan mewujudkan hak
serta  kepentingan
dimiliki oleh klien®.

Keterkaitan antara komunikasi
dan advokasi bersifat sinergis. Dalam
konteks  ini, ~komunikasi yang

hukum yang

dilakukan dengan efektif berperan
sebagai sarana atau alat untuk
mengimplementasikan berbagai
strategi advokasi yang telah disusun
sebelumnya.

Komunikasi hukum yang efektif
merupakan fondasi utama dalam
membangun hubungan kepercayaan
antara advokat dan klien. Strategi
komunikasi yang proaktif dan

8 Deddy Mulyana, Komunikasi

Hukum: Strategi
Mengkomunikasikan Hukum kepada
Masyarakat (Bandung: Refika

Aditama, 2018), 73.

® Happy Susanto, Strategi
Advokasi Hukum: Teori dan
Praktik (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2019), 23.

transparan dapat meningkatkan tingkat
kepercayaan klien terhadap advokat,
yang pada akhirnya berpengaruh
terhadap keberhasilan penanganan
perkara'®. Di Kantor Advokat Suluh
Partnership Law  Firm, strategi
komunikasi yang diterapkan meliputi
tiga aspek utama:

1) Komunikasi Terbuka Tentang

Informasi Sejak Awal
Penanganan Perkara

Advokat memberikan penjelasan
mendalam terkait langkah-langkah
hukum, hasil potensial, serta risiko
yang mungkin akan dihadapi oleh
klien. Ini sesuai dengan konsep
informed consent dalam dunia hukum,
yang memastikan klien = berhak
memahami jalannya proses hukum
yang mereka ikuti'!.

Pemberian penjelasan
komprehensif kepada klien pada tahap
awal penanganan perkara,
merefleksikan penerapan

prinsip informed consent. Prinsip ini
mewajibkan seorang advokat untuk
mengupayakan agar setiap keputusan
klien diambil setelah ia benar-benar
memahami kondisi hukumnya secara
utuh, beserta seluruh opsi tindakan dan
dampak yang berpotensi timbul'?.
Landasan hukum untuk tindakan ini
dapat ditemukan dalam Pasal 4 UU.
No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

10Tbid, 15.

1 1bid, 12.

12 Gerry Spence, How to Argue
and Win Every Time: At Home, At
Work, In Court, Everywhere,
Everyday (New York: St. Martin's
Griffin, 2019), 88.
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yang menegaskan kewajiban
pemberian pembelaan atau
pendampingan hukum yang

dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan menerapkan
transparansi dan mengkomunikasikan
harapan yang realistis sejak awal,
sebuah firma hukum tidak sekadar taat
terhadap norma etika profesi, tetapi
juga menanamkan bibit kepercayaan
yang kuat. Kepercayaan ini kemudian
berkembang menjadi aset berharga
(modal sosial) dalam relasi antara
advokat dan klien'?,

2) Komunikasi Berkelanjutan
melalui Pembaruan Berkala

Klien menerima informasi
terbaru tentang perkembangan kasus
secara.  berkala, baik  melalui
pertemuan  langsung,  panggilan
telepon, atau surel. Komunikasi yang
stabil bisa menghindari
kesalahpahaman dan membuat klien
lebih terlibat dalam upaya
pembelaan'*,

Melakukan komunikasi secara
berkala dan mengambil inisiatif untuk
memberikan informasi- merupakan
wujud dari sikap bertanggung jawab.
Dalam situasi apa pun, klien pada
umumnya lebih menghargai
transparansi termasuk ketika kabar
yang disampaikan adalah kabar buruk
daripada tidak menerima informasi
sama sekali sehingga mereka berada
dalam kondisi yang tidak pasti'>.

13 A. Syahrizal, "Hubungan
Advokat dan Klien dalam Perspektif
Hukum dan Etika," Jurnal Hukum
Tus Quia Iustum 27, no. 2 (2020):
350.

Y Tbid, 17.

15 Kevin Peachey, The Lawyer's
Guide to Effective Communication
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Pendekatan semacam ini efektif untuk
meminimalisir terjadinya kesenjangan
informasi, yang kerap menjadi akar
ketidakpuasan  klien dan dapat
berujung pada dugaan malpraktik.
Pada ranah praktik hukum di
Indonesia, pola komunikasi seperti ini
sejalan dengan semangat prinsip fides
bona,atau itikad baik, yang merupakan
jiwa dari Kode Etik Advokat
Indonesia.
3) Penerapan Bahasa Hukum

yang Disederhanakan

Advokat  menjauhi istilah
hukum rumit dan menggantinya
dengan kata-kata yang lebih sederhana
agar mudah dipahami oleh klien. Cara
ini didukung oleh studi terdahulu,
yang menyoroti perlunya penyesuaian
komunikasi di era digital agar
informasi hukum bisa dijangkau oleh
orang awam 'S,

Kemampuan untuk
menyampaikan informasi  hukum
dengan bahasa yang mudah dicerna
oleh klien non-hukum merupakan
fondasi dari komunikasi yang berhasil.
Legal Language mengungkapkan
bahwa kerumitan terminologi hukum
acap kali menciptakan jarak antara
institusi  hukum  dan  publik!’.
Tindakan  untuk  mempermudah
bahasa, seperti yang dilakukan Suluh
Partnership, pada hakikatnya adalah
upaya  mentransformasi  prinsip-
prinsip hukum yang teoritis menjadi
panduan praktis yang dapat langsung
diterapkan  oleh  klien.  Praktik

and Management (Chicago:
American Bar Association, 2017),
42.

16 Hendra dan Fahlevi., 175

17 Peter M. Tiersma, Legal

Language (Chicago: The University
of Chicago Press, 2020), 204.
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semacam ini merupakan kontribusi
nyata terhadap terwujudnya akses
terhadap keadilan, mengingat hukum
haruslah dipahami, tidak sekadar
dijangkau secara fisik.

Integrasi Strategi Advokasi
Berbasis Bukti dan Teknologi
Digital

Strategi advokasi yang

digunakan oleh Suluh Partnership Law
Firm tidak hanya bergantung semata
pada kemahiran litigasi di ruang
sidang, melainkan juga memanfaatkan
metode di luar litigasi serta alat
teknologi modern. Hal ini juga
menegaskan bahwa advokat masa kini
perlu  menggabungkan  beragam
strategi hukum guna meraih hasil
terbaik'®,

1) Advokasi yang Didukung
Bukti

Setiap pembangunan argumen
hukum diperkuat dengan data kuat dan
kajian hukum yang teliti. Penyusunan
argumen yang bertumpu pada data dan
analisis hukum yang komprehensif
merupakan tolok ukur profesionalisme
paling tinggi. Cara ini sesuai dengan
aturan Hukum Acara Perdata (Pasal
164 Rv atau Pasal 1866 KUHPerdata)
serta Hukum A.cara Pidana (Pasal 184
KUHAP), yang menitikberatkan pada
bukti-bukti yang valid. Daya tarik
suatu  tuntutan atau  pembelaan
bergantung pada kemampuan
menyajikan bukti serta. bangunan
hukum yang masuk akal dan
terstruktur!®. Oleh sebab itu, setiap
tindakan yang dilakukan tak lagi
mengandalkan instuisi, melainkan

18 Ibid.
19 C.S.T. Kansil, Hukum Acara

Perdata: Teori dan Praktik (Jakarta:
Sinar Grafika, 2022), 88.

didasarkan pada evaluasi empiris dan
yuridis yang kuat.

2) Penggunaan Platform Digital

Suluh Partnership
memanfaatkan platform digital seperti
jejaring sosial dan situs web untuk
membagikan pengetahuan hukum,
meningkatkan  citra di = mata
masyarakat, serta. ~ menjalankan
kampanye hukum spesifik. Penerapan
media  digital bisa memperbesar
cakupan advokasi dan membentuk
pandangan umum?’

Pemanfaatan platform digital
dan jejaring sosial buat kampanye
hukum serta edukasi masyarakat
adalah evolusi kontemporer dari
litigasi strategis. Di zaman digital ini,
pandangan publik yang berkembang di
dunia maya bisa berdampak pada cara.
orang memandang dan bahkan
jalannya proses®!. Lewat pembagian
pendapat hukum atau ulasan perkara,
kantor hukum  bukan sekadar
membangun nama baik, tapi juga
membentuk lingkungan hukum yang
lebih transparan dan mendukung
prinsip keadilan. Ini sebenarnya
merupakan pengembangan dari peran
advokat sebagai arsitek perubahan
sosial.

3) Lobi serta Strategi Kebijakan

Pada kasus-kasus yang
menyangkut kepentingan bersama,
firma ini turut melakukan pendekatan
lobi ke para pengambil keputusan
untuk membentuk kondisi hukum

2 1bid., 175.
2 bid., 17.
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yang menguntungkan posisi klien. Ini
sesuai dengan peran pengacara sebagai
officium nobile yang ikut serta dalam
perkembangan hukum??.

Partisipasi aktif dalam

kegiatan lobi untuk perkara-perkara

yang memengaruhi banyak pihak

mencerminkan kesadaran bahwa dunia.
hukum tidak berdiri sendiri tanpa

konteks. Upaya advokasi melalui
diskusi di ruang negosiasi atau badan

pembuat undang-undang biasanya

lebih berhasil dalam menghasilkan
reformasi hukum jangka panjang
ketimbang sekadar mengandalkan
proses pengadilan. Kebijakan hukum
tak bisa dilepaskan dari tahapan
penyusunan dan penerapan aturan
hukum. Di sini, tugas advokat adalah
menjamin agar hak-hak  hukum
kliennya turut diperhitungkan dalam
dinamika kebijakan hukum itu, yang

sesuai dengan esensi profesi mulia

(officium nobile) yang menjadi ciri
khasnya?*.

Dukungan Regulasi dan Etika
Profesi Advokat

Penerapan pendekatan
komunikasi dan advokasi di Suluh

Partnership Law Firm selalu mengacu
pada aturan hukum dan standar etika

profesi advokat. Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat menyatakan

pengacara berkewajiban menyediakan

layanan hukum yang profesional serta

menjaga rahasia klien. Di samping itu,
Kode Etik Advokat
menetapkan bahwa pengacara wajib

22 Ibid.

23 Mahfud MD, Pergulatan
Politik dan Hukum di
Indonesia (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2019), 112.
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bahwa

Indonesia

bersikap jujur, independen, dan
bertanggung jawab.

Kedudukan advokat sebagai
profesi hukum yang independen dan
otonom dijamin secara hukum dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat (Pasal 1 angka
1). Kebebasan dari intervensi eksternal
ini menjadi prasyarat fundamental
agar advokat mampu bertindak secara
objektif serta memiliki keberanian
untuk memperjuangkan nilai-nilai
keadilan. Lebih lanjut, Kode Etik
Advokat Indonesia yang ditetapkan
melalui Peraturan Kongres Advokat
Indonesia  memperkuat tanggung
jawab moral ini. Salah satu wujud
konkretnya adalah kewajiban mutlak
untuk menjaga kerahasiaan semua
informasi klien (lawyer-client
privilege). Prinsip kerahasiaan ini
merupakan  pilar utama  yang
menopang terbentuknya relasi saling
percaya antara seorang advokat dan
kliennya?*,

Dalam perkembangan dunia
hukum modern, peran advokat sebagai
seorang komunikator dinilai semakin
sentral. Kecakapan dalam
berkomunikasi secara efektif kerap
kali memiliki dampak yang lebih
signifikan  dibandingkan  sekadar
kepiawaian dalam teori hukum. Pada
intinya, advokat bertindak sebagai
jembatan  yang  menghubungkan

24 A. Halim, Profesi Advokat di
Indonesia: Etika & Tanggung
Jawab (Jakarta: Kencana, 2019), 88.

484



P-ISSN :2597-5064

E-ISSN :2654-8062 DOI: https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v10i1

realitas hukum yang sarat
kompleksitas dengan  kapasitas
pemahaman klien yang umumnya
terbatas®>. Keterampilan komunikasi
ini bersifat multifaset, tidak hanya
terbatas pada kemampuan berbicara di
depan  pengadilan, tetapi juga
mencakup keahlian menulis dokumen
hukum serta kemampuan membina
hubungan interpersonal yang solid
dengan klien.

Prinsip-prinsip ini diterapkan
di  seluruh langkah penanganan
perkara, mulai dari awal penerimaan
kuasa sampai akhir penyelesaian.
Kepatuhan terhadap etika profesi
bukan hanya melindungi klien,
melainkan  juga mempertahankan
kehormatan dan keutuhan profesi
pengacara secara menyeluruh.

Sinergi Komunikasi dan Advokasi
dalam Mencapai Tujuan Klien

Berdasarkan observasi secara
langsung dan analisis dokumen di
Suluh Partnership Law Firm, bahwa
kolaborasi antara cara komunikasi
yang efisien dan pendekatan advokasi
yang fleksibel merupakan elemen
krusial untuk mengoptimalkan
perlindungan kepentingan hukum para
klien. Perpaduan antara interaksi
internal yang stabil di antara anggota
tim hukum dan komunikasi luar yang
sistematis dengan klien beserta
stakeholder terkait, itu membentuk

% Deddy Mulyana, Komunikasi
Hukum: Strategi dan Teknik
Advokat dalam Membela
Klien (Bandung: Refika Aditama,
2022), 115.
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fondasi pendukung yang tangguh
sepanjang tahapan proses peradilan.

Pendekatan komunikasi dan
advokasi yang saling terhubung bisa
bikin perlindungan hukum lebih
efektif dan tingkat kepuasan klien
naik. Jadi, cara kerja yang dipakai
Suluh Partnership Law Firm bisa. jadi
contoh buat firma hukum lain supaya
bisa bangun praktik yang lebih
profesional dan cepat tanggap sama
perubahan zaman.

Pemahaman kontemporer
mengenai efektivitas advokasi hukum
telah bergeser, di mana keberhasilan
tidak lagi semata-mata ditentukan oleh
proses di ruang sidang. Teori advokasi
modern melihat litigasi hanya sebagai
salah satu opsi dari beragam strategi
yang tersedia. Pendekatan non-litigasi
seperti upaya negosiasi, penyelesaian
melalui  mediasi, lobi, maupun
kampanye komunikasi public justru
kerap  terbukti  lebih
menghasilkan ~ penyelesaian  yang
optimal bagi klien®S.

mampu

Suatu perencanaan strategi
komunikasi hukum yang matang,
meliputi teknik framing isu,
perumusan  pesan  inti, serta
identifikasi media yang relevan,
memiliki dampak signifikan dalam
membentuk opini para pemangku
kepentingan, baik itu hakim, jaksa,
maupun khalayak umum. Pada titik
ini, komunikasi persuasif memegang
peran krusial. Kemampuan retorika

26 R, Surbakti dan A. K. Dewi,
"Strategi Komunikasi Hukum dalam
Mempengaruhi Outcome Perkara di
Pengadilan," Jurnal Mimbar
Hukum 35, no. 1 (2023): 5.
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hukum yang unggul, yang tidak hanya
membangun argumentasi rasional
(logos) tetapi juga menegaskan
kredibilitas (ethos) serta menjangkau
aspek emosional (pathos), terbukti
mampu  mengubah outcome suatu
perkara?’. Problem dalam penyajian
argumentasi, seperti yang diuraikan
sebelumnya, pada hakikatnya berakar
pada ketidakmampuan advokat untuk
merangkai fakta dan dasar hukum
menjadi sebuah narasi yang koheren,
kuat, dan mudah dicerna.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang
dilakukan, optimalisasi perlindungan
kepentingan hukum klien di Suluh
Partnership Law Firm diwujudkan
melalui sinergi tiga pilar utama, yaitu:
(1) pendekatan komunikasi proaktif
dan transparan yang membangun
kepercayaan klien melalui
penyampaian informasi yang berkala
dan mudah dipahami: (2) strategi
advokasi =~ yang adaptif = dengan
memanfaatkan berbagai pendekatan
non-litigasi, lobi kebijakan, dan
platform digital untuk menciptakan
lingkungan hukum yang kondusif:
serta (3) kepatuhan penuh terhadap
peraturan perundang-undangan dan
kode etik profesi yang menjamin
keabsahan dan pertanggungjawaban
setiap tindakan hukum. Integrasi
ketiga elemen ini tidak hanya
menghasilkan solusi hukum yang
optimal bagi klien, tetapi juga turut
mendorong evolusi praktik hukum
yang lebih adaptif dan responsif di era
kontemporer.

27 H. Prasetyo, "Retorika
Hukum: Seni Berargumentasi di
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